
 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 6 TAHUN 1983 

TENTANG 
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

  
Menimbang:  a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan 
kewajiban warga negara, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah 
satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi para warganya yang merupakan 
sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional;  

 b. bahwa sistem perpajakan yang merupakan landasan pelaksanaan pemungutan 
pajak negara yang selama ini berlaku, tidak sesuai lagi dengan tingkat 
kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia baik dalam segi 
kegotongroyongan nasional maupun dalam laju pembangunan nasional yang 
telah dicapai;  

 c. bahwa sistem perpajakan yang tertuang di dalam ketentuan-ketentuan 
perpajakan yang berlaku selama ini belum dapat menggerakkan peran serta 
semua lapisan subyek pajak yang besar peranannya dalam meningkatkan 
penerimaan dalam negeri dan sangat diperlukan guna mewujudkan 
kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional;  

 d. bahwa oleh karena itu, sesuai pula dengan amanat yang terkandung dalam 
Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/ 1983), perlu diadakan 
pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang 
memberikan kepercayaan kepada subyek pajak untuk melaksanakan 
kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan, sehingga dapat 
mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan 
serta meratakan pendapatan masyarakat;  

 e. bahwa untuk dapat mencapai maksud tersebut di atas, perlu diadakan 
pembaharuan dan penggantian peraturan perundang- undangan perpajakan 
yang selama ini berlaku;  
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Mengingat :  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1 ), dari Pasal 23 ayat (2), Undang-Undang 
Dasar 1945;  

 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;  

 3. Regeling van het Beroep in Belastingszaken (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 
29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 13. Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1748);  

 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1850);  

 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3209);  

  
Dengan  persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 
 

MEMUTUSKAN: 
  
Dengan mencabut:  1. Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 319) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi 
Pajak Perseroan 1925 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2940);  

 2. Ordonansi Pajak Pendapatan, 1944 (Staatsblad Tahun 1944 Nomor 17) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 9 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi 
Pajak Pendapatan 1944 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2941);  

 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan 
Penyempurnaan, Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak 
Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1925 (Lembaran Negara Tahun 
1967 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2827); kecuali 
ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak Kekayaan;  

 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1970 tentang Pajak atas Bunga, 
Dividen dan Royalti 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2942);  

  
Menetapkan :  UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA 

PERPAJAKAN.  
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:  
a. Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan;  
b. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau 

Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan 
lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap;  

c. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung 
jumlah pajak yang terhutang;  

d. Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim atau satu tahun buku;  
e. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu satu Tahun Pajak;  
f. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 

penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan;  

g. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
memberitahukan pajak yang terhutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat;  

h. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
memberitahukan pajak yang terhutang dalam suatu Tahun Pajak;  

i. Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan 
pembayaran pajak yang terhutang di Kas Negara atau di tempat pembayaran lainnya yang 
ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan/atau untuk melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak;  

j. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan,/atau sanksi berupa 
bunga dan denda administrasi;  

k. Surat Ketetapan Pajak adalah, surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang 
terhutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;  

l. Surat Ketetapan Pajak Tambahan adalah Surat keputusan yang menambah jumlah pajak yang 
telah ditetapkan;  

m. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak adalah surat keputusan yang menentukan 
pengembalian kelebihan pembayaran jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau dipotong 
dan/atau dipungut, karena jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau dipotong dan/atau 
dipungut lebih besar dari pajak yang terhutang;  

n. Surat Pemberitaan adalah surat yang berisi pemberitahuan kepada Wajib Pajak, bahwa jumlah 
pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang sudah dibayar, dan/atau 
dipotong dan/atau dipungut;  

o. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, 
dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan;  

p. Surat Paksa adalah surat perintah membayar pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak, 
sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1850);  
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q. Kredit Pajak adalah jumlah pembayaran pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak sendiri, setelah 
ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan dikurangkan dari 
seluruh pajak yang terhutang termasuk apabila ada jumlah pajak atas penghasilan yang 
terhutang di luar negeri;  

r. Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian 
khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan 
kerja;  

s. Tindakan Pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas perpajakan dalam rangka 
melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, untuk mencari bahan-bahan guna 
penghitungan jumlah pajak yang terhutang dan jumlah pajak yang harus dibayar.  

  
BAB II 

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, 
SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK 

 
Pasal 2 

 
Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jenderal Pajak dan kepadanya 
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.  
  

Pasal 3 
 
(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani, dan 

menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak dalam wilayah Wajib Pajak bertempat tinggal 
atau berkedudukan.  

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengambil sendiri Surat 
Pemberitahuan di tempat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.  

(3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:  
 a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir 

Masa Pajak;  
 b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir 

Tahun Pajak.  
(4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu 

penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b.  
(5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diajukan secara tertulis, disertai surat 

pernyataan mengenai penghitungan sementara pajak yang terhutang dalam satu Tahun Pajak 
dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terhutang.  

(6) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan 
lampiran-lampiran yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan.  

  
Pasal 4 

 
(1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, 

jelas, dan menandatanganinya.  
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(2) Dalam hal Wajib Pajak adalah Badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh 
pengurus atau direksi.  

(3) Dalam hal Surat Pemberitahuan diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak, 
harus dilampiri surat kuasa khusus.  

(4) Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang wajib 
melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan 
perhitungan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung 
besarnya penghasilan kena pajak.  

 
Pasal 5 

 
Untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan, Direktur Jenderal Pajak dalam hal-hal tertentu dapat 
menentukan tempat lain bukan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).  
  

Pasal 6 
 
(1) Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke Direktorat Jenderal 

Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu, sedangkan untuk 
Surat Pemberitahuan Tahunan harus diberikan juga bukti penerimaan. 

(2) Pengiriman Surat Pemberitahuan melalui Kantor Pos dan Giro harus dilakukan secara 
tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman (dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal 
penerimaan.  

  
Pasal 7 

 
Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 
Rp   10.000,- (sepuluh ribu rupiah).  
  

Pasal 8 
 
(1) Wajib Pajak dapat membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan dengan menyampaikan 

pernyataan tertulis, sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan 
pemeriksaan.  

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan 
hutang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 
2% (dua per-sen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung mulai saat 
penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena 
pembetulan Surat Pemberitahuan itu.  

(3) Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan 
penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak 
akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan 
ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran 
jumlah pajak yang sebenarnya terhutang beserta denda administrasi sebesar dua kali jumlah 
pajak yang kurang dibayar.  
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